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BAB  I   PENDAHLUAN 

 

 

 

 

A.  UMUM 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Sebagaimana dipahami bahwa Kabupaten Lumajang merupakan 

salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam 

dan  potensi  sosial-ekonomi  yang  dapat  dikembangkan  dan  dimanfatkan 

untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Segala  bentuk  kekayaan 

alam  dan potensi  yang dimiliki Kabupaten Lumajang di masa  yang  akan 

datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfatkan secara optimal, agar 

kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. 

Sangat  disadari bahwa  untuk  mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. 

Sebagaimana   dipahami   bahwa   pembangunan   di   wilayah   kabupaten 

Lumajang  masih  dihadapkan  pada  sejumlah  situasi  problematik  seperti; 

masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumber daya manusia 

yang relatif belum terlampau tinggi, adanya wilayah yang relatif terisolasi, dan 

ditambah lagi posisi geografis wilayah,terdapat wilayah relatif jauh dari akses 

jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang lain. 

Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami jika upaya 

pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang 

dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, 

agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun 

Kabupaten  Lumajang  dapat  dilakukan  secara  optimal  dan  lebih  terarah 

sesuai dengan potensi yang ada, RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 

2023 

 

Rencana  Kerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Renja-SKPD) 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2020 

merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2018 

- 2023. Renja-SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan 

yang  dihadapi  dengan  memperhatikan  aspirasi  stakeholder  dan  dinamika 

perkembangan lingkungan strategis. 
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1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Maksud  penyusunan  Rencana  Kinerja Dinas Pekerjaan  Umum  dan 

Tata Ruang Tahun 2020  adalah sebagai salah satu bahan dalam menyusun 

Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020. 

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan  Tata  Ruang  Tahun  2020  adalah  untuk  memberikan  landasan  dan 

pedoman bagi semua Dinas Pekerjaan  Umum dan Tata  Ruang Kabupaten 

Lumajang  dalam  memberikan  pelayanan  bidang  infrastruktur  daerah  agar 

lebih fokus dan terarah sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. 

 

 

 

1.3 RUANG LINGKUP 

 

Ruang  lingkup  Rencana  Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata 

Ruang Tahun 2020 sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 

2018-2023  adalah  mencakup  :  Peningkatan  Kualitas  Infrastruktur  Daerah. 

Yang kemudian  dijabarkan  dalam  beberapa  Sasaran  yaitu  :  Meningkatnya 

Kualitas  Jalan  dan  Jembatan  Kabupaten,  Meningkatnya  Ketersediaan  air 

irigasi  untuk  pertanian  pada  sistem  irigasi  yang  sudah  ada,  Meningkatnya 

fasilitas dan utilitas pemukiman,  Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan 

infrastruktur dan Meningkatnya jumlah penataan wilayah yang sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang. 

 

 

 

1.4 LANDASAN HUKUM 

 

Landasan  Hukum  penyusunan  Rencana  Kinerja  - SKPD  Dinas  Pekerjaan 

 

Umum dan Tata Ruang Tahun 2020 adalah : 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 

2. Undang-undang   Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan 

Pembangunan Nasional ; 

3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor  12 Tahun  2008 tentang  Perubahan  kedua  atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 

4. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 

5. Undang-undang  Nomor  17 tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan 



6  

Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 ; 

6. Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   tahun   2005   tentang   Pengelolaan 

Keuangan  Daerah  ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2005 

Nomor  126  ,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

4422 ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

8. Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2006   tentang   Tata   Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ; 

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman 

pengelolaan   keuangan   daerah   ,  sebagaimana   telah   diubah   terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

11. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   54   Tahun   2010   tentang 

pelaksanaan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2008   tentang 

Tahapan, Tata   cara   penyusunan    ,   Pengendalian   dan   Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 

12. Peraturan  Bupati  Lumajang  Nomor  78  Tahun  2016  tentang  Susunan 

Organisasi   Tata  Laksana   Dinas   Pekerjaan   Umum   dan   Tata  Ruang 

Kabupaten Lumajang. 

13. Peraturan  Daerah Kabupaten  Lumajang  Nomor  Tahun 2019  tentang 

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten 

Lumajang Tahun 2018 – 2023. 

 

 

Rencana Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Lumajang  Tahun 2020 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan  yang disusun sesuai  dengan tugas pokok 

dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat 

indikatif. Di samping   itu  Renja  OPD  disusun   dengan  berpedoman   

kepada  Review Rencana   Strategis  (Renstra)   Dinas  Pekerjaan   Umum  

dan  Tata  Ruang Kabupaten  Lumajang  Tahun  2018 – 2023 dengan 

mengacu kepada RKPD Tahun 2020, memuat  kebijakan,  program  dan 

Pemerintah  Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 
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B. KEDUDUKAN 

 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan daerah di bidang PUTR. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

C.   KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2016 ,Struktur 

Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

terdiri dari : 

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. 

c. Bidang Teknis dan Konstruksi, membawahi: 

1) Seksi Perencanaan Teknis; 

2) Seksi Bina Jasa Konstruksi dan Kerjasama.  

d. Bidang Tata Ruang, membawahi: 

1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan  

2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang. 

e. Bidang Bina Marga, membawahi: 

1) Seksi Bina Manfaat Bina Marga; 

2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi; dan  

3) Seksi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang.  

f. Bidang Sumber Daya Air,membawahi: 

1) Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air; 

2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan; dan  

3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan. 

g. Unit Pelaksana Teknis; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat 

sebagai berikut 

 

 

 

 

 

Dengan uraian sebagai berikut : 

 

1.   Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

 

Tugas Pokok : 

 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. 

 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata 

ruang; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata 

ruang; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang 

tugasnya. 
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2.   Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas Merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, 

administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan serta memberikan 

pelayanan teknis administrative dan fungsional kepada semua unsur di 

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan pedoman 

dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat, mempunyai fungsi: 

a.  perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman 

kerja; 

b. pengkoordinasian penyusunan program (Rencana Kerja Anggaran, 

Renstra, RPJMD, dll); 

c. pengkoordinasian evaluasi program. 

d.  pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 

perundang-undangan; 

e. pengelolaan   dan   pelayanan   administrasi   umum, kerjasama, dan 

hubungan masyarakat; 

f. pengelolaan urusan rumah tangga; 

g.  pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan 

karir pegawai; 

h.  penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

i.  penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal; 

j.  penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta 

pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang; 

k.  pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana; 

l.  pengelolaan barang/kekayaan Milik Daerah; 

m.  pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

n.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; 

o.  pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang; dan  

p.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang. 
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Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membawahi : 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, , mempunyai tugas : 

a.  Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan 

serta tata usaha pegawai; 

b.  penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;  

c.  pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  

d.  pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban serta urusan 

dalam pegawai;  

e.  pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana prasarana 

lingkungan;  

f.  pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan 

pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan 

barang milik daerah;  

g.  pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa;  

h.  penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;  

i.  pengembangan sistem informasi;  

j.  penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;  

k.  pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;  

l.  pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan 

statistik;  

m.  pengelolaan dan pelayanan informasi publik;  

n.  penyelenggaraan publikasi;  

o.  pengelolaan dan penyebarluasan informasi;  

p.  pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang; dan  

q.  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan Sub Bagian tugasnya. 

 

(2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan ketatausahaan, data dan informasi memiliki fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; 

b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur 

daerah;  

c. melaksanakan pemungutan Retribusi daerah; 

d. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; 

e. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan Surat 

Perintah Membayar; 

f. melakukan urusan gaji pegawai; 
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g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

keuangan (laporan realisasi anggaran), neraca, CALK, serta 

pelaksanaan anggaran;  

h. koordinator penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, dan 

Rencana Kinerja Tahunan) dan dokumen penganggaran (Rencana 

Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Anggaran) di 

Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Kabupaten Lumajang; 

i. koordinator penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang kabupaten 

Lumajang; 

j. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi;  

k. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang;   

l. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar 

lembaga;  

m. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, 

penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan 

Layanan Usaha, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, 

penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, 

penatausahaan hasil pemeriksaan dan Penyusunan laporan 

keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan  

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan sub bagian tugasnya. 
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3.   Bidang Teknis dan Konstruksi 

 

Bidang Teknis dan Konstruksi, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan 

mengoordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan kerjasama serta 

menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Teknis dan Konstruksi, mempunyai 

fungsi : 

 

a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Teknis dan Konstruksi; 

b. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pada Bidang Teknis dan 

Konstruksi;  

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknis dan 

konstruksi; 

d. penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan;  

e. penyusunan analisa harga satuan;  

f. pelaksanaan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan pembangunan 

selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  

g. mengoordinasikan dokumen hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan pekerjaan;  

h. pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain; 

i. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan 

dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;  

j. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;  

k. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-

undangan, menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;  

l. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;  

m. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib 

pemanfaatan jasa konstruksi;  

n. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat 

Kabupaten dan asosiasi;  

o. melaksanakan pembinaan atas penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional 

non kecil dan kecil di wilayah Kabupaten;  

p. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknis dan konstruksi;  

q. pelaksanaan administrasi di bidang teknis dan konstruksi;  

r. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknis dan 

Konstruksi dalam laporan kinerja individu;  

s. pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang; dan  

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang sesuai dengan bidangnya. 
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Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi 

membawahi : (1) Seksi Perencanaan Teknis , 

mempunyai tugas  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan menyusun program dan kegiatan Seksi 

Perencanaan Teknis; 

b. membantu  Bidang  Teknis   dan  Konstruksi  dalam melaksanakan perencanaan 

teknis program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang; 

c. melaksanakan survey tentang struktur, kondisi eksisting serta geometri rencana 

dan gambar; 

d. melaksanakan pembuatan gambar/desain serta Rencana Anggaran dan Biaya; 

e. melaksanakan kelengkapan administrasi dan penyimpanan dokumen teknis 

perencanaan; 

f. menyusun rencana kerja dan syarat-syarat kerja semua kegiatan teknis di 

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

g. penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan dan penyusunan analisa harga satuan; 

h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perencanaan teknis 

dalam laporan kinerja individu;  

i. memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi; 

dan  

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan 

Konstruksi sesuai dengan seksi tugasnya. 

 

 

(2) Seksi Bina Jasa Konstruksi dan Kerjasama, mempunyai tugas : 

 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Jasa Konstruksi dan Kerjasama; 

b. membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan pelayanan jasa 

konstruksi, perencanaan teknis dinas lain dan kerjasama; 

c. melaksanakan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan selain Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

d. melaksanakan pembinaan jasa konstruksi (tenaga, sistem informasi, izin usaha 

dan pembinaan); 

e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain; 

f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perencanaan teknis 

dalam laporan kinerja individu;   

g. memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi; 

dan  
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h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan 

Konstruksi sesuai dengan seksi tugasnya. 

 

 

 

4.   Bidang Tata Ruang 

Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 

pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang, 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Tata Ruang; 

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata ruang; 

c. merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan 

mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui 

kajian lingkungan hidup strategis;  

d. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi tim koordinasi penataan ruang daerah 

Kabupaten Lumajang;  

e. mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi Rencana Tata Ruang  Kabupaten 

dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan 

rencana pembangunan daerah; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan konsultasi rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Gubernur dalam 

rangka memperoleh rekomendasi;  

g. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi 

rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Menteri 

yang menyelenggarakan sub urusan Penataan Ruang;  

h. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar-daerah 

Kabupaten;  

i. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten 

dalam proses pemberian rekomendasi perizinan tata ruang;  

j. merumuskan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam 

pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten; 

k. merumuskan pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran 

pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;  

l. pelaksanaan administrasi di bidang tata ruang; 

m. Fasilitasi tertib pengelolaan keberadaan dan pemanfaatan tanah aset 

pemerintah kabupaten dab jajarannya termasuk tanah eks-bengkok kelurahan 

sesuai dengan tata ruang. Serta penyelenggaraan Sub. Urusan Bidang 

Pertanahan lainnya; 
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n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata ruang dalam 

laporan kinerja individu;  

o. pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang; dan 

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang sesuai bidang tugasnya. 

 

 

 

Kepala Bidang Tata Ruang membawahi : 

 

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas : 

 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang; 

b. melaksanakan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang 

meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;  

c. melaksanakan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang;  

d. melaksanakan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana 

Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi serta Rencana Tata 

Ruang Kabupaten yang berbatasan; 

e. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 

Kabupaten;  

f. melaksanakan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Kabupaten;  

g. melaksanakan proses pembahasan pemberian persetujuan substansi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten;  

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi 

perencanaan tata ruang dalam laporan kinerja individu;  

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang; dan  

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang 

sesuai dengan seksi tugasnya. 

 

 

(2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, mempunyai tugas: 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata 

Ruang; 
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b. melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang;  

c. melaksanakan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar-daerah Kabupaten;  

d. melaksanakan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata 

Ruang Kabupaten ke dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;  

e. melaksanakan ketentuan peraturan zonasi dalam proses pemberian 

rekomendasi perizinan tata ruang;  

f. menyiapkan rumusan mengenai penetapan bentuk dan mekanisme pemberian 

insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;  

g. menyiapkan rumusan untuk pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas 

pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;  

h. melaksanakan ketentuan penyediaan layanan sistem informasi tata ruang, 

updating sistem informasi manajemen tata ruang dan rekomendasi penerbitan 

izin mendirikan bangunan; 

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan operasi pengendalian pemafaatan 

ruang;  

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi 

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dalam laporan kinerja individu;  

k. Fasilitasi tertib pengelolaan keberadaan dan pemanfaatan tanah aset 

pemerintah kabupaten dab jajarannya termasuk tanah eks-bengkok kelurahan 

sesuai dengan tata ruang. Serta penyelenggaraan Sub. Urusan Bidang 

Pertanahan lainnya; 

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang; dan  

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang 

sesuai dengan seksi tugasnya. 

 
 
5. Bidang Bina Marga 

Bidang Bina Marga, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang dalam melaksanakan pengelolaan data, pembangunan, peningkatan, 
rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang. 
. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud ,Bidang Bina Marga mempunyai 

Fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga; 

b. pengelolaan data, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan 

dan jembatan serta bangunan penunjang; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pekerjaan kebijakan 

teknis dan program kerja Bidang Bina Marga; 

d. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektifitas 

sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;  
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e. pelaksanaan perencanaan teknik pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, 

pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang; 

f. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;  

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina marga;  

h. pelaksanaan administrasi di bidang bina marga; 

i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Bina Marga dalam 

laporan kinerja individu;  

j. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan 

jembatan serta leger jalan;  

k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang; 

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Kepala Bidang Bina Marga membawahi : 

 

(1) Seksi Bina Manfaat Bina Marga, mempunyai tugas : 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Manfaat Bina Marga;  

b. melaksanakan inventarisasi data dan penyusunan data base jalan dan jembatan 

termasuk bangunan penunjang, utilitas, legger pada jalan kabupaten; 

c. melaksanakan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan 

jembatan;  

d. mengoordinasikan terkait jalan nasional, jalan provinsi dan jalan desa; 

e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina manfaat bina 

marga dalam laporan kinerja individu;  

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan  

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga 

sesuai dengan seksi tugasnya. 

 

 

 

(2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, mempunyai tugas : 

 

a. menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan dan rehabilitasi; 

b. melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan, peningkatan dan 

rehabilitasi jalan dan jembatan; 

c. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;  

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembangunan dan 

Rehabilitasi dalam laporan kinerja individu;  

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan  

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Marga 

sesuai dengan seksi tugasnya. 
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(3) Seksi Pemeliharaan dan  Bangunan Penunjang, , mempunyai Tugas : 

 

a. menyusun program dan kegiatan seksi pemeliharaan dan bangunan penunjang; 

b. melaksanakan verifikasi perencanaan pemeliharaan jalan jembatan dan 

bangunan penunjang; 

c. melaksanakan pemeliharaan/preservasi jalan jembatan dan bangunan 

penunjang; 

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pemeliharaan dan 

Bangunan Penunjang dalam laporan kinerja individu;  

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga 

sesuai dengan seksi tugasnya. 

 

6. Bidang Sumber Daya Air 

 

Bidang Sumber Daya Air , mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan  

Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan 

kebijakan teknis dan program kerja di bidang Sumber Daya Air. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air 

mempunyai fungsi ; 

a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya 

Air; 

b. pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang 

Sumber Daya Air; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sumber Daya Air; 

d. pelaksanaan verifikasi perencanaan Bidang Sumber Daya Air; 

e. pelaksanaan survei, pendataan, penelitian dan pengkajian dalam rangka 

pendayaan sumber daya air permukaan; 

f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air; 

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan 

pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulangan daya 

rusak air akibat bencana alam banjir dan kekeringan; 

h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan 

kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air pada air permukaan; 

i. pengumpulan, mengelola data dan merumuskan pelaksanaan program dan 

petunjuk teknis sumber daya air; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

petunjuk teknis sumber daya air dan ijin pemanfaatan sumber daya air umum; 

k. pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air; 

l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di sumber daya air;  
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m. pelaksanaan administrasi di bidang Sumber Daya Air; 

n. penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air; 

o. penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air;  

p. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Sumber Daya Air 

dalam laporan kinerja individu;  

q. pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang. 

 

Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi : 

 

(1) Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air, mempunyai tugas ; 

 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air; 

b. membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pendataan, 

inventarisasi, pembinaan dan pemanfaatan serta pelaporan bidang sumber daya 

air; 

c. memberikan pelayanan informasi pengelolaan sumber daya air; 

d. mengumpulkan dan menganalisa data hidrologi; 

e. menyiapkan bahan pembinaan gabungan Himpunan Petani Pemakai Air; 

f. menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan sumber daya air pada air 

permukaan; 

g. menyiapkan bahan pengawasan serta pengamanan aset;  

h. menyiapkan bahan pedoman pembinaan pengawasan pemanfaatan sumber 

daya air, perijinan dan pengamanan aset sumber daya air; 

i. memantau dan evaluasi pekerjaan pengawasan dan pengamanan aset; 

j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina manfaat sumber 

daya air dalam laporan kinerja individu ;  

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; 

dan  

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya 

Air sesuai dengan seksi tugasnya. 

 

 

 

(2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan mempunyai tugas : 

 

a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengembangan; 

b. membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pembangunan dan 

pengembangan bangunan sumber daya air; 



 

19  

c. melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan pengembangan 

bangunan sumber daya air pada air permukaan; 

d. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan 

pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan; 

e. melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan 

sarana prasarana air permukaan; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan prasarana 

dan sarana air permukaan; 

g. melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan 

sarana prasarana irigasi; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja konstruksi prasarana pada 

jaringan irigasi; 

i. menghimpun data inventarisasi lokasi prasarana dan sarana sumber daya air 

pada air permukaan yang rawan banjir dan lokasi yang memerlukan 

pengamanan; 

j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembangunan dan 

pengembangan dalam laporan kinerja individu;  

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; 

dan  

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya 

Air sesuai dengan seksi tugasnya. 

 

 

 

(3) Seksi operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas : 

 

a. menyusun   program   dan   kegiatan   Operasi   dan Pemeliharaan; 

b. membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan Operasi dan 

Pemeliharaan sumber air dan bangunan Sumber Daya Air; 

c. menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan operasi sumber daya air; 

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan operasi 

pemanfaatan sumber daya air; 

e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasi pemanfaatan sumber daya air; 

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan; 

g. menyiapkan bahan kebutuhan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya 

air; 

h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaa prasarana dan sarana 

sumber daya air; 

i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi operasi dan 

pemeliharaan dalam laporan kinerja individu ;  

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; 

dan  
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k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya 

Air sesuai dengan seksi tugasnya. 

 

 

D.  TUGAS DAN FUNGSI 

 

     Tugas Pokok 

 

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan 
umum dan tata ruang. 
 

 

     Fungsi 

 

Untuk melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  tugas pokok, maka 

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang 

tugasnya. 

 

 

E.  KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI 

 

     PERKIRAAN KEADAAN 

 

Berdasarkan  pengamatan  terhadap kondisi  internal  (strengths  and 

weaknesses) dan kondisi eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Lumajang,  maka kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dapat diidentifikasi. 

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negative organisasi tersebut akan 

membantu menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan 

misi Dinas. 

1. Lingkungan Internal 

 

• Kekuatan 

 

-   Tersedianya personil Dinas Pekerjaan Umum. 
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Ketersediaan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Lumajang yang     mendukung Peraturan Bupati Lumajang No. …. Tahun 

2016 dan berkomitmen dalam pencapaian visi dan misi. 

-   Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 

 

Sarana dan prasarana yang mencukupi berkaitan dengan kegiatan 

Perencanaan,  Pelaksanaan,  Monitoring  dan Evaluasi  sangat 

mendukung terhadap efektifitas fungsi organisasi 

-   Motivasi kerja aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

 

Motivasi kerja aparat yang tinggi sangat mendukung bagi keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan organisasi. 

-   Adanya Dukungan Dana 

 

Ketersediaan dana yang memadai merupakan dukungan bagi Dinas 

dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar ketentuan yang 

berlaku. 

 

• Kelemahan 

-   Kurang mantapnya koordinasi antar bidang / Instansi 

Koordinasi  merupakan  bagian  dari  unsur  manajemen  yang  sangat 

penting  untuk  kelancaran  pelaksanaan  kegiatan.  Koor-dinasi  yang 

belum berjalan dengan baik perlu segera dilakukan pembenahan agar 

komunikasi kegiatan dapat lebih efisien. 

-   Penyusunan Data yang belum sistematis.
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Data merupakan sumber informasi yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan. Penyusunan data yang tidak sistematis / akurat menyebabkan 

rendahnya kualitas hasil perencanaan. 

-   Kurangnya tenaga staf yang professional. 

 

Kondisi staf yang kurang memadai, baik jumlah maupun kemampuan staf yang 

profisional merupakan kelemahan untuk mewujudkan sistim kerja yang optimal. 

 

 

2. Lingkungan Eksternal 

 

• Peluang 

 

-   Adanya  Kebijakan  Bupati  yang  berkaitan  dengan  Urusan  Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang ; 

Kebijakan  Bupati  merupakan  kepercayaan  dan  dukungan  terhadap Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

 

-   Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan yang memadai. 

Peraturan Perundang-undangan  yang berkaitan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang merupakan dukungan yang sangat berarti dalam kelancaran pelaksanaan 

program pembangunan. 

 

-   Adanya partisipasi aktif masyarakat. 

Partisipasi aktif masyarakat memberikan masukan kebutuhan pembangunan adalah 

merupakan dukungan terhadap Dinas Pekerjaan Umum   dan   Tata   Ruang   untuk   

mewujudkan   perencanaan   yang partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat. 

 

-   Adanya kerjasama / kemitraan. 

Melalui  kerjasama  /  kemitraan  dengan  berbagai  pihak  (Perguruan Tinggi,  

Lembaga Penelitian, Assosiasi Jasa Konstruksi dan Diklat) akan meningkatkan 

kemampuan dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan. 
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-   Tersedianya potensi tenaga kerja konstruksi 

 

Potensi tenaga kerja konstruksi lokal yang cukup merupakan peluang bagi    Dinas  

Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  dalam  pemanfaatan secara optimal untuk 

pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

 

 Ancaman 

-   Adanya perubahan sistem politik. 

Perubahan sistim politik yang tidak menentu mengakibatkan kurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat 

merupakan ancaman bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan. 

 

-   Stabilitas ekonomi yang belum mantap. 

Akibat krisis global masih dirasakan sehingga harga beberapa material 

konstruksi tertentu relatif masih mahal, hal ini nampak  dari sentimen 

negatif pasar valuta asing pada nilai tukar rupiah terhadap US Dolar 

masih relatif tinggi. 

 

-   Adanya daerah rawan bencana alam. 

Beberapa wilayah kabupaten Lumajang masih rawan bencana alam 

berupa longsor dan banjir yang berdampak terhadap banyaknya kerusakan 

infrastruktur. 

 

-   Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. 

Seiring  dengan  kemajuan  kebebasan  berdemokrasi  di  masyarakat, 

maka tututan masyarakatpun semakin meningkat melebihi kemampuan 

daerah. 

 

-   Ego Sektoral. 

Dirasa masih ditemui adanya ketidaksamaan persepsi terhadap 

perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral.
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BAB  II       RENCANA STRATEGIS 

 

 

A.  VISI DAN MISI OPD 

 

1. VISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

 

Visi   Dinas   Pekerjaan   Umum   dan   Tata   Ruang   Kabupaten   Lumajang 

dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang 

Tahun 2018 – 2023 yaitu   ”Terwujudnya  Masyarakat Lumajang yang Berdaya 

Saing, Makmur dan Bermartabat”. Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan  

Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,   berdasarkan   pada   

visi   Kabupaten   Lumajang   diatas,   visi   Dinas Pekerjaan  Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten  Lumajang  ditetapkan  sebagai berikut : 

 

“Terwujudnya  pengelolaan  jaringan  jalan  dan  sumber  daya  air  yang 

mantap serta kawasan permukiman dan perumahan yang sehat menuju 

masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat”. 

 

Dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

Pengelolaan Jaringan Jalan yang mantap : 

Jalan- jalan yang saling terhubung dengan jumlah banyak dan menyatu menjadi 

satu kesatuan merupakan suatu sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan 

diperlukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai 

pemanfaatan yang efkeitf dan efisien. Pengelolaan Jalan  dan  jaringan  jalan  

terdiri  dari  pengaturan,  pembinaan, pembangunan  dan  pengawasan.   

Pengelolaaan  jaringan  jalan  yang mantap meliputi jalan kabupaten dan jalan 

desa yang menghubungkan pusat-pusat  kegiatan  yang  berada  di Kabupaten  

Lumajang.  Jaringan jalan yang mantap dimaksudkan untuk mencapai kondisi 

jalan yang baik dan sedang serta jalan yang berkeselamatan. Untuk 

mewujudkan Pengelolaan  jaringan  jalan  yang  mantap  membutuhkan  peran  

serta stake   holder   pengguna   jalan,   sehingga   diperlukan   kesepahaman 

persepsi mengenai pemanfaatan  jalan sesuai dengan Undang-undang nomor  

22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dan Undang-undang    
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nomor   34   tahun   2004   tentang   jalan.   Adapun pembiayaan   bersumber   

dari   dana   APBN,   APBD   Propinsi,   APBD 

Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah. 

 

Pengelolaan Sumber daya air yang mantap : 

Pengelolaan  sumber  daya  air  yang  mantap  terdiri  dari  tiga  elemen 

dalam    sumberdaya    air   yakni:    pendayagunaan,    konservasi    dan 

pengendalian  daya  rusak  air.   Pendayagunaan  ialah  bagaimana  kita 

melakukan  penataan  air  dan  penggunaan  air  contohnya  air  sebagai 

sumber kehidupan kita tapi bagaimana kita mendayagunakan  air untuk 

pertanian, padi, sawah, minum dan kebutuhan sehari-hari tetapi supaya 

air lestari kita harus melakukan konservasi. Sementara konservasi SDA 

ialah upaya memelihara dan melestarikan sumber-sumber air agar tidak 

tercemar  sehingga  menyebabkan  kerusakan  lingkungan.  Sedangkan 

unsur  pengendalian  daya  rusak  air  ditujukan  untuk   merencanakan 

untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh air.  Pengelolaan 

air   irigasi   dibutuhkan    untuk   mencapai    ketahanan    pangan   dan 

swasembada   beras  di  Kabupaten   Lumajang.   Untuk  mencapai   hal 

tersebut  dibutuhkan   pembinaan   dan  peran   serta  Himpunan  petani 

pemakai  air  (HIPPA)  di Kabupaten  Lumajang..Selain  itu pengelolaan 

sumberdaya  air  ini  diarahkan  pada  pemeliharaan  jaringan  yang  ada 

dengan  melakukan  perlindungan  sumber  mata  air  dan  pengendalian 

banjir. 

       

Pengelolaan Kawasan Permukiman yang sehat : 

Pengelolaan Kawasan Permukiman yang sehat merupakan tujuan   dari 

pemerintah   kabupaten   lumajang   yang  diarahkan   pada   fasilitas   air 

bersih, jalan lingkungan  dan sanitasi di kawasan kumuh di Kabupaten 

Lumajang..Pengelolaan     ini    dibutuhkan    peran    serta    masyarakat 

dilakukan  dengan  anggaran  Pemerintah  Daerah  dengan  dibantu  oleh 

APBN.  Pelaksanaan pembangunan dharapkan dengan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Pengelolaan Kawasan Perumahan yang sehat : 

Pengelolaan  Kawasan  Perumahan  yang sehat  merupakan  target  dari 

pemerintah    kabupaten    lumajang    yang    diarahkan    pembangunan 

perumahan       yang       layak       huni       dan       terjangkau       oleh 

masyarakat..Pengelolaan ini dibutuhkan bantuan dari pemerintah Pusat 

serta kemitraan dengan pihak satke holder sehingga masyarakat dapat 

memiliki hunian yang sehat dan terjangkau. 
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2.   MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

 

Visi  dijabarkan  lebih  lanjut  ke  dalam  Misi  yang  akan  menjadi  tanggung jawab  

Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Lumajang. Dengan 

pernyataan misi diharapkan seluruh elemen  dan komponen yang berkepentingan 

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi   pemerintah   

dalam   menyelenggarakan   tugas   pemerintahan   di bidang   infrastruktur.   Oleh   

karena   itu   misi   Dinas   Pekerjaan   Umum Kabupaten  Lumajang dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan   kualitas   dan   jaringan   jalan   dan   jembatan   yang 

berkeselamatan serta menjangkau kawasan/pusat-pusat  kegiatan; 

2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar sanitasi,air bersih, dan 

pemukiman yang layak huni; 

3. Meningkatkan   pendayagunaan   sumber  daya  air  secara  bijak  dan 

berkelanjutan serta   optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; 

4. Meningkatkan peran serta masyarakat, profesionalisme penyedia jasa 

konstruksi serta koordinasi antar lembaga terkait   dalam pengelolaan 

infrastruktur; 

 

Penjelasan Misi 1. 

Meningkatkan  kualitas dan jaringan jalan dan jembatan yang 

berkeselamatan serta menjangkau kawasan/pusat- pusat  kegiatan. 

Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan dengan cara menambah 

jumlah kondisi jalan dan jembatan yang baik dan sedang (mantap) dan 

meningkatkan  jumlah jalan dengan struktur perkerasan Hotmix..Untuk 

memenuhi persyaratan keselamatan jalan dengan meningkatkan jalan yang 

memenuhi syarat uji laik fungsi jalan.Selain itu diperlukan penambahan jumlah 

konektivitas dan mobilitas di setiap wilayah di Kabupaten Lumajang baik di ruas 

jalan kabupaten dan desa, maka dilaksanakan pertambahan jumlah jalan 

Kabupaten dan desa; 

 

        Penjelasan Misi 2. 

Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar sanitasi, air bersih,  

dan pemukiman yang layak huni. Meningkatkan ketersediaan fasilitas 

kebutuhan dasar yakni sanitasi, air bersih dan pemukiman layak huni 

dilaksanakan sesuai dengan target standar  pelayanan  minimal  yang  ada  

dengan  kemampuan  anggaran dan  swadaya  masyarakat.  Ketersedian  

fasilitas  dasar  ini  mencakup pemenuhan   setiap   rumah   tangga   baik   di   

perkotaan   maupun   di pedesaan dengan mengutamakan pada kawasan yang 

padat penduduk
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dan  kesadaran  masyarakat  akan  kebutuhan  dasar  sudah  meningkat 

serta peran masyarakat yang sangat besar..Untuk kawasan yang belum 

memenuhi hal tersebut dilakukan pembinaan dan pola yang berbeda 

dengan penanganan yang berbeda dan tetap dilakukan dengan bukan porsi 

yang utama; 

 

         Penjelasan Misi 3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air 

secara bijak dan berkelanjutan serta   optimalisasi operasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi 

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak dan 

berkelanjutan  merupakan  aplikasi  dari  2  komponen  sumberdaya  air 

yakni pendayagunaan  dan  konservasi  dengan  cara  penataan, 

pengaturan  dan pembagian  serta pemanfaatan  sumberdaya  air yang 

efektif dan efisien serta perlindungan sumber daya air dari hulu sampai hilir 

sehingga air tidak terbuang. Selain itu optimalisasi operasi dan 

pemeliharaan  jaringan  dalam  usaha pemanfaatan  yang optimal serta 

pencegahan dan pengendalian  terhadap bahaya banjir. 

 

 Penjelasan Misi 4. Meningkatkan peran serta masyarakat, 

profesionalisme penyedia jasa konstruksi serta koordinasi antar 

lembaga terkait  dalam pengelolaan infrastruktur 

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur 

dalam bentuk penanganan keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan 

infrastruktur  jalan,  air bersih,  sanitasi,  perumahan  dan irigasi melalui 

media pengaduan pemerintah kabupaten Lumajang. Meningkatkan 

profesionalise penyedia jasa konstruksi dengan pembinaan jasa konstruksi 

dan pengaturan dan pengendalian pelayanan Ijin Jasa Konstruksi   melalui   

media   on   line   jasa   konstruksi.   Meningkatkan koordinasi antar lembaga 

terkait dalam pengelolaan infrastruktur dilaksanakan dengan   pertemuan 

antar stake holder yang terkait pengelolaan  infrastruktur  secara rutin serta 

hubungan  antar lembaga yang semakin membaik. 
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B. TUJUAN DAN SASARAN 

 

       Tujuan 

Tujuan  merupakan  penjabaran  atau  implementasi  dari  pernyataan  misi  dan tujuan  

sebagai  hasil  akhir  yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan  dalam  jangka waktu 5 (lima) 

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga  

rumusannya  harus  dapat  menunjukkan  suatu kondisi yang   ingin   dicapai   di  masa  

mendatang.   Untuk   itu  tujuan  disusun   guna memperjelas  pencapaian  sasaran  yang  

ingin  diraih.Tujuan  yang  ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 adalah Meningkatkan Kualitas 

Infrastruktur Daerah. 

 

 

Sasaran 

Sasaran  merupakan  hasil  yang  akan  dicapai  dalam  rumusan  yang  spesifik, 

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang ditetapkan 

Tabel 4. 1 TUJUAN – SASARAN 

 

Tujuan Sasaran Indikator 

Meningkatnya          
Kualitas 
Infrastruktur 
Daerah 

Meningkatnya kualitas jalan 
dan jembatan kabupaten 

Persentase Jalan Baik dan 
Prosentase   kondisi 
jembatan baik 

Meningkatnya Ketersediaan 
air irigasi untuk pertanian 
pada sistem irigasi yang 
sudah ada 

Indeks Kinerja Irigasi 

Meningkatnya 
pemanfaatan ruang 
sesuai  Rencana  Tata 
Ruang 

Persentase Pemanfaatan 
Ruang yang sesuai dengan 
dokumen Rencana Detail 
Tata Ruang 

Meningkatnya 
penyediaan 
infrastruktur dasar 
permukiman 

Persentase  Cakupan 
Pelayanan  Infrastruktur 
Dasar Permukiman 

Meningkatnya Dukungan 
Layanan Teknis untuk 
penyediaan Infrastruktur  

Persentase pengguna yang 
puas terhadap layanan 
teknis 
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C. RENCANA KERJA TAHUNAN 2020 

Rencana kinerja Dinas Pekerjaan  Umum dan Tata Ruang Kabupaten  Lumajang  tahun 

2020  merupakan   serangkaian   rencana,   tindakan   dan  kegiatan   seluruh   komponen 

organisasi  untuk  diimplementasikan   dalam  rangka  pencapaian  visi   dan   misi  Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. 

Penyusunan  Rencana  Kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Tata  Ruang  Kabupaten 

Lumajang tahun 2020 dimaksudkan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan 

Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020. Penyusunan  

Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  tahun  2020 bertujuan      untuk   

memberikan   landasan   dan  pedoman   bagi   semua   pelaku pembangunan   infrastruktur   

di      Kabupaten   Lumajang      agar   pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang 

lebih fokus dan terarah sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
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BAB  III      RENCANA KINERJA TAHUN 2020 

 

A.  PROGRAM UTAMA 

 

Prioritas program diarahkan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan infrastruktur untuk mendorong partisipasi aktif penyedia jasa 

konstruksi dan masyarakat serta para pihak terkait (stakeholders) dalam berbagai 

aspek pembangunan pertanian  tanaman pangan dan hortikultura. 

Sedangkan    pelaksanaan  untuk  mencapai  hal  tersebut diatas  adalah  melalui 

program dan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini : 

 

Program 

 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 

3) Program  Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  Dan 

Keuangan; 

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum 

5) Program Peningkatan  dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah 

6) Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ; 

7) Program Pengelolaan Sumber Daya Air ; 

8) Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Teknis ; 

  9) Program Penyelenggaraan Tata Ruang ; 

10)  Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah 

 

 

Kegiatan 

 

1)   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , terdiri dari kegiatan : 

-    Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 

2)   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 

-    Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 

-    Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 

3)   Program  Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  Dan 

Keuangan; 

-   Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 

-   Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi 

Anggaran 

-   Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP-   

-   Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  

-   Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan 

-   Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 
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4)   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum : 

-   Penyediaaan Jasa Sarana Fasilitas Umum ; 

5)   Program Peningkatan  dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah; 

-   Inventarisasi Aset / Barang Daerah 

6)   Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ; 

-   Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 

-   Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Bangunan Penunjang 

-   Pemanfaatan Jalan dan Jembatan 

-   Pemeliharaan Rutin dan Perbaikan Darurat Jalan dan Jembatan 

7)   Program Pengelolaan Sumber Daya Air ; 

-   Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air 

-   Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 

-   Pemanfaatan Sumber Daya Air 

-   Pengelolaan Sumber Daya Air 

8)   Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Teknis ; 

-   Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi 

-   Peningkatan Pelayanan Perencanaan Teknis 

-   Pengelolaan Laboratorium Jasa Konstruksi 

9) Program Penyelenggaraan Tata Ruang ; 

- Perencanaan Tata Ruang 

- Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 

 

10)  Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah 

-  Fasilitasi Pendataan dan Pemanfaatan Pertanahan 

 

 

B.  ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2020 

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan 

Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2020 telah

ditetapkan,   yaitu   sebesar  Rp.268.740.445.000,00   (Dua ratus enam puluh delapan 

milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

Yang     terdiri     dari : 

Dana Umum Rp.  4.703.659.490,00 (Empat milyartujuh ratus tiga juta enam ratus lima 

puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), 

DAK Fisik Rp. 161.646.125.000,00 (Seratus enam belas milyar enam ratus empat 

puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah. 

Banprop Rp.   25.000.000.000,00 ( Dua  puluh lima milyar rupiah) 

Infrastruktur Daerah Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) 

Lain-lain Rp. 57.390.660.510,00 (Lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta 

enam ratus enam puluh ribu lima ratus sempuluh rupiah) 



 

 

 

BAB IV            PENUTUP 

 

 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Lumajang Tahun 2020 ini dibuat untuk menentukan arah Pembangunan Infrastruktur 

Daerah pada tahun 2020 dan sekaligus merupakan  sarana untuk mencapai tujuan 

Pembangunan   dalam   rangka   mendukung   program-program    pembangunan   

di Kabupaten Lumajang. 

Rencana   Kinerja   (Renja)   ini   dapat   digunakan   sebagai   sumber   untuk 

mengevaluasi   dan  mengukur   kinerja  Penyediaan   dan  Pemenuhan   Infrastruktur 

Daerah serta sebagai tolok ukur keberhasilan  Pembangunan  Infrastruktur  di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. Karena itu rencana kinerja 

ini  diharapkan  dapat  diterapkan  dengan  konsisten,  terbuka,  penuh  kejujuran  

dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas. 

Keberhasilan   Rencana  Kerja  (Renja)  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata 

Ruang   Tahun   2020   ini   dibutuhkan/diperlukan    dukungan   dari    Dinas/Instansi 

Pemerintah  lainnya,  selain  itu dibutuhkan  juga partisipasi  dari  seluruh  stakeholder 

pelaku penyedia jasa konstruksi. 

Harapan kami semoga Rencana  Kinerja (Renja)  Dinas Pekerjaan  Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat 

Kabupaten Lumajang serta penyeenggara  Pembangunan Infrastruktur di 

Kabupaten Lumajang 



- - -

Jalan rusak Usia Jalan dan jembatan

jembatan rusak Volume kendaraan meningkat

Tanggul saluran rusak

Peran HIPPA kurang optimal

Pelanggaran tata ruang Masyarakat belum/tidak mengetahui 

tentang tata ruang

Sosialisasi dan pengawasan belum 

optimal

Saluran pintu air kurang/tidak 

berfungsi

Penetapan Isu PD (T-B.35)

Masalah pokok Masalah Akar Masalah

Transportasi 

lambat/terhambat

Lalu lintas padat Beban kendaraan melebihi batasan

Penyelenggaraan barang 

dan jasa belum/kurang 

tertib administrasi

Pelaku usaha jasa konstruksi belum 

sepenuhnya paham aturan 

perundang-undangan jasa konstruksi

Anggota baru/regenerasi belum 

pernah mengikuti sosialisasi barang 

dan jasa

Tabel T-B.35. 

 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

Produksi pertanian 

stagnan

Air irigasi dimusim kemarau tidak 

cukup

Terdapat beberapa wilayah 

pertanian tergenang air

Masih ada masyarakat 

yang belum mendapat 

layanan air bersih

Layanan PDAM belum sampai ke 

semua plosok desa

Keterbatasan penanganan dan 

anggaran PDAM



2019 2020 2021 2022 2023

- Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah - Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur % 6,97 8,15 9,37 10,78 12,40 14,26

Sasaran :

-

Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten

- Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik
% 73,10 76,10 79,10 82,10 85,10 88,10

- %

78,77 81,77 84,77 87,77 90,77 93,77

-
- Indeks Kinerja Irigasi

% 80,67 83,67 86,70 89,76 92,86 95,98

- - % 70,01 70,83 72,50 74,17 76,00 77,33

- - % 90,00 92,00 94,00 96,00 97,00 98,00

- - % 62,77 63,27 63,06 65,56 71,06 78,56

Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar 

Permukiman

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK RENCANA KINERJA 
TAHUN 2018 - 2023

TUJUAN DAN SASARAN
SAT.

TAHUN 

DASAR 2018

TARGET TAHUN

URAIAN

TC-28

Meningkatnya Dukungan Layanan Teknis untuk 

penyediaan Infrastruktur 

Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis

Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata 

Ruang 

Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan 

dokumen Rencana Detail Tata Ruang

INDIKATOR

Tujuan :

Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik

Meningkatnya Ketersediaan air irigasi untuk pertanian 

pada sistem irigasi yang sudah ada

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Lumajang

Prosentase Pemenuhan 

Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

100%

1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Lumajang
Prosentase Sarana dan 

Prasarana Aparatur
100%

1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

III PROG.PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN Lumajang
Prosentase Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian 
100%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKPD TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO PROGRAM KEGIATAN

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

NO PROGRAM KEGIATAN

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

3 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

IV PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Lumajang



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

NO PROGRAM KEGIATAN

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

1 Inventarisasi Aset / Barang Daerah Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

V PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN Lumajang
- Persentase Panjang Jalan 

Terpelihara 
79,10%  

- Persentase Jembatan 

Terpelihara
84,77%

1 Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Lumajang
Panjang ruas jalan yang 

direhabilitasi
762,81 Km

Jumlah unit Jembatan yang 

direhabilitasi
2 Unit

2 Kegiatan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Bangunan Penunjang Lumajang
Panjang Jalan yang 

terpelihara
150 KM

Jumlah unit Jembatan yang 

terpelihara
9 Unit

Jumlah / Panjang Bangunan 

Penunjang  yang terpelihara
5000 Meter

3 Kegiatan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Lumajang

Jumlah kajian data Kondisi 

Jalan dan Jembatan 

Kabupaten

2 document

Jumlah ruas jalan bersertifikat 1 ruas

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Perbaikan Darurat Jalan dan Jembatan Lumajang

Panjang ruas jalan rusak 

akibat bencana yang 

tertangani

0,1 km

Jumlah unit jembatan rusak 

akibat bencana yang 

tertangani

1 unit

VI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Lumajang

-   Persentase Panjang 

Saluran irigasi dalam kondisi 

baik

84,70%

1 Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air Lumajang
Panjang jaringan irigasi 

terbangun
7890 Meter

Jumlah pintu air baru yang 

terbangun
15 Buah

Jumlah prasarana 

pengambilan dan saluran 

pembawa untuk irigasi yang 

terbangun

7 Unit

Jumlah bangunan reservoir 

pengendali banjir yang 

terrehabilitasi

7 Unit

2 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Lumajang
Panjang jaringan irigasi 

terpelihara
2115 Meter

Panjang jaringan irigasi yang 

di normalisasi
3950 M3

Jumlah pintu air direhabiltasi 15 Buah

Jumlah Sungai yang 

dibersihkan / dikeruk
5 Buah

3 Pemanfaatan Sumber Daya Air Lumajang

Jumlah Database aset 

jaringan irigasi daerah yang 

disusun

7 Document

Jumlah Peserta HIPPA yang 

terbina
340 Orang



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

NO PROGRAM KEGIATAN

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

Jumlah Dokumen Raperda 

tentang Irigasi yang tersusun
2 Document

4 Pengelolaan Sumber Daya Air Lumajang
Jumlah cakupan wilayah / 

kecamatan  UPT SDA
21 Kec

VII PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS Lumajang

Persentase penyedia jasa 

konstruksi yang puas 

terhadap proses penerbitan 

SIUJK

93%

Persentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
93%

Persentase penyedia jasa 

konstruksi yang puas 

terhadap layanan uji 

laboratorium

100%

1 Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi Lumajang

Jumlah penyedia yang 

mengikuti sosialisasi 

peraturan jasa kosntruksi

85 Penyedia

Prosentase penyedia jasa 

konstruksi yang terdata 

dalam sistem informasi jasa 

konstruksi

152  Penyedia

Jumlah Penyedia terbina jasa 

konstruksi
75 Penyedia

Jumlah dokumen standar 

satuan harga konstruksi 

tersusun

100%

Jumlah Desa  terfasilitasi  

pembangunan infrastruktur 

dasar

80 Desa

Pembangunan Infrastruktur 

Daerah (Gedung AKNL )
1 Unit

2 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Teknis Lumajang

Jumlah Dokumen Survey 

perencanaan konstruksi 

tersusun

20 Doc

Jumlah Dokumen 

Perencanaan yang 

terverifikasi

540 Doc

3 Pengelolaan Laboratorium Jasa Konstruksi Lumajang Jumlah alat - alat berat baru 1 Unit

Jumlah pengadaan alat ukur 

dan bahan laboratorium baru
6 Unit

Jumlah pengadaan alat 

laboratorium yang 

direhabilitasi

12 Unit

VIII PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG Lumajang

Luas wilayah yang 

pemanfaatannya sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang. 

Tata Bangunan dan 

Peraturan Penataan Ruang

561,88 ha

1 Perencanaan Tata Ruang
Jumlah dokumen RDTRK yang 

tersusun
doc

Jumlah dokumen RDTRK yang 

direvisi
2 Doc

Jumlah naskah akademis dan  

pendampingan RDTRK 
2 Doc

2 Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Lumajang
Jumlah Dokumen Hasil Survey 

dan Pemetaan Tata Ruang
1 Doc

Jumlah dokumen hasil 

monitoring Perencanaan Tata 

Ruang

1 Doc

Jumlah penyedia terlatih 

Pemanfaatan Tata Ruang
50 Doc

IX PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

Jumlah Pendapatan Lelang 

Sewa Tanah Pemerintah 

Kabupaten Lumajang

100

Persentase Aset Tanah Milik 

Pemerintah Daerah Yang 

Terdata Secara 

Akurat/Terdigitasi

40%



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

NO PROGRAM KEGIATAN

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

3 Fasilitasi pendataan dan pemanfaatan pertanahan Lumajang

Jumlah dokumen hasil 

pemetaan lahan pertanahan 

milik Pemerintah Kabupaten 

Lumajang

1 Doc

Jumlah wilayah yang masalah 

pertanahan milik Pemerintah 

Kabupaten Lumajang dapat 

terfasilitasi

21 Kec

Luas tanah milik pemerintah 

daerah yang dilelang sewa
44,96 HA



LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA 

PAGU INFIKATIF

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANLumajang

Prosentase 

Pemenuhan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

100% 100%

1 Pelayanan Administrasi dan Operasional PerkantoranLumajang
Indeks kualitas 

layanan infrastruktur
9% 2.447.220.677           9% 2.691.942.745

Prosentase panjang 

jalan kondisi baik
79% 79%

Prosentase jumlah 

jembatan kondisi 

baik

85% 85%

Indeks kinerja irigasi 87% 87%

Prosentase 

pengguna yang puas 

terhadap layanan 

teknis

94% 94%

Prosentase 

pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan 

dokumen rencana 

detail tata ruang

70% 70%

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURLumajang

Prosentase Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

100% 100%

1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana AparaturLumajang
Indeks kualitas 

layanan infrastruktur
9% 11.470.095.000        9% 12.617.104.500

Prosentase panjang 

jalan kondisi baik
79% 79%

Prosentase jumlah 

jembatan kondisi 

baik

85% 85%

Indeks kinerja irigasi 87% 87%

Prosentase 

pengguna yang puas 

terhadap layanan 

teknis

94% 94%

Prosentase 

pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan 

dokumen rencana 

detail tata ruang

70% 70%

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana AparaturLumajang
Indeks kualitas 

layanan infrastruktur
9% 350.946.750              9% 386.041.425

Prosentase panjang 

jalan kondisi baik
79% 79%

Prosentase jumlah 

jembatan kondisi 

baik

85% 85%

Indeks kinerja irigasi 87% 87%

Prosentase 

pengguna yang puas 

terhadap layanan 

teknis

94% 94%

Prosentase 

pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan 

dokumen rencana 

detail tata ruang

70% 70%

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPUTR TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU 2021
KABUPATEN LUMAJANG

RANCANGAN AWAL RKPD PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NO PROGRAM KEGIATAN
CATATAN 

PENTING



LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA 

PAGU INFIKATIF

RANCANGAN AWAL RKPD PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NO PROGRAM KEGIATAN
CATATAN 

PENTING

III PROG.PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGANLumajang

Prosentase 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

100% 100%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIPLumajang
Indeks kualitas 

layanan infrastruktur
9% 9%

Prosentase panjang 

jalan kondisi baik
79% 79%

Prosentase jumlah 

jembatan kondisi 

baik

85% 85%

Indeks kinerja irigasi 87% 87%
Prosentase 

pengguna yang puas 
94% 94%

Prosentase 

pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan 

dokumen rencana 

detail tata ruang

70% 70%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi AnggaranLumajang Indeks kualitas 9% 1.496.000                   9% 1.645.600

Prosentase panjang 

jalan kondisi baik
79% 79%

Prosentase jumlah 

jembatan kondisi 

baik

85% 85%

Indeks kinerja irigasi 87% 87%

Prosentase 

pengguna yang puas 

terhadap layanan 

teknis

94% 94%

Prosentase 

pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan 

dokumen rencana 

detail tata ruang

70% 70%

3 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil PembangunanLumajang
Indeks kualitas 

layanan infrastruktur
9% 9%

Prosentase panjang 

jalan kondisi baik
79% 79%

Prosentase jumlah 

jembatan kondisi 

baik

85% 85%

Indeks kinerja irigasi 87% 87%

Prosentase 

pengguna yang puas 

terhadap layanan 

teknis

94% 94%

Prosentase 

pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan 

dokumen rencana 

detail tata ruang

70% 70%

4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan MasyarakatLumajang
Indeks kualitas 

layanan infrastruktur
9% 7.196.000                   9% 7.915.600

Prosentase panjang 

jalan kondisi baik
79% 79%

Prosentase jumlah 

jembatan kondisi 

baik

85% 85%

Indeks kinerja irigasi 87% 87%

Prosentase 

pengguna yang puas 

terhadap layanan 

teknis

94% 94%



LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA 

PAGU INFIKATIF

RANCANGAN AWAL RKPD PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NO PROGRAM KEGIATAN
CATATAN 

PENTING

Prosentase 

pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan 

dokumen rencana 

detail tata ruang

70% 70%

5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPDLumajang
Indeks kualitas 

layanan infrastruktur
9% 9%

Prosentase panjang 

jalan kondisi baik
79% 79%

Prosentase jumlah 

jembatan kondisi 

baik

85% 85%

Indeks kinerja irigasi 87% 87%

Prosentase 

pengguna yang puas 

terhadap layanan 

teknis

94% 94%

Prosentase 

pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan 

dokumen rencana 

detail tata ruang

70% 70%

IV PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAHLumajang

1 Inventarisasi Aset / Barang DaerahLumajang
Indeks kualitas 

layanan infrastruktur
9% 117.700.000              9% 129.470.000

Prosentase panjang 

jalan kondisi baik
79% 79%

Prosentase jumlah 

jembatan kondisi 

baik

85% 85%

Indeks kinerja irigasi 87% 87%

Prosentase 

pengguna yang puas 

terhadap layanan 

teknis

94% 94%

Prosentase 

pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan 

dokumen rencana 

detail tata ruang

70% 70%

V

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN DAN 

JEMBATAN

Lumajang

- Persentase 

Panjang Jalan 

Terpelihara 

79,10% 79,10%

- Persentase 

Jembatan 

Terpelihara

84,77% 84,77%

1

Kegiatan 

Pembangunan, 

Peningkatan, 

Rehabilitasi Jalan 

dan Jembatan

Lumajang
Panjang ruas jalan 

yang direhabilitasi
762,81 Km 151.380.890.597      762,81 Km

Jumlah unit 

Jembatan yang 

direhabilitasi

2 Unit 2 Unit

2

Kegiatan 

Pemeliharaan Jalan, 

Jembatan, dan 

Bangunan 

Penunjang

Lumajang
Panjang Jalan yang 

terpelihara
150 KM 4.450.000.000           150 KM

Jumlah unit 

Jembatan yang 

terpelihara

9 Unit 9 Unit



LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA 

PAGU INFIKATIF

RANCANGAN AWAL RKPD PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NO PROGRAM KEGIATAN
CATATAN 

PENTING

Jumlah / Panjang 

Bangunan 

Penunjang  yang 

terpelihara

5000 Meter 5000 Meter

3

Kegiatan 

Pemanfaatan Jalan 

dan Jembatan

Lumajang

Jumlah kajian data 

Kondisi Jalan dan 

Jembatan 

Kabupaten

2 document 400.000.000              2 document

Jumlah ruas jalan 

bersertifikat
1 ruas 1 ruas

4

Kegiatan 

Pemeliharaan Rutin 

dan Perbaikan 

Darurat Jalan dan 

Jembatan

Lumajang

Panjang ruas jalan 

rusak akibat 

bencana yang 

tertangani

0,1 km 0,1 km 4.467.140.000

Jumlah unit 

jembatan rusak 

akibat bencana yang 

tertangani

1 unit 1 unit

0

VI

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR

Lumajang

-   Persentase 

Panjang Saluran 

irigasi dalam kondisi 

baik

84,70% 84,70%

1

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Sumber Daya Air

Lumajang
Panjang jaringan 

irigasi terbangun
7890 Meter 72.504.766.000        7890 Meter 79.755.242.600

Jumlah pintu air 

baru yang terbangun
15 Buah 15 Buah

Jumlah prasarana 

pengambilan dan 

saluran pembawa 

untuk irigasi yang 

terbangun

7 Unit 7 Unit

Jumlah bangunan 

reservoir pengendali 

banjir yang 

terrehabilitasi

7 Unit 7 Unit

2

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Sumber Daya Air

Lumajang
Panjang jaringan 

irigasi terpelihara
2115 Meter 15.122.850.000        2115 Meter 16.635.135.000

Panjang jaringan 

irigasi yang di 

normalisasi

3950 M3 3950 M3

Jumlah pintu air 

direhabiltasi
15 Buah 15 Buah

Jumlah Sungai yang 

dibersihkan / 

dikeruk

5 Buah 5 Buah

3
Pemanfaatan 

Sumber Daya Air
Lumajang

Jumlah Database 

aset jaringan irigasi 

daerah yang disusun

7 Document 1.050.000.000           7 Document 1.155.000.000

Jumlah Peserta 

HIPPA yang terbina
340 Orang 340 Orang

Jumlah Dokumen 

Raperda tentang 

Irigasi yang tersusun

2 Document 2 Document

4
Pengelolaan Sumber 

Daya Air
Lumajang

Jumlah cakupan 

wilayah / kecamatan  

UPT SDA

21 Kec 21 Kec

VII

PROGRAM 

PEMBINAAN JASA 

KONSTRUKSI DAN 

PELAYANAN TEKNIS

Lumajang

Persentase penyedia 

jasa konstruksi yang 

puas terhadap 

proses penerbitan 

SIUJK

93% 93%



LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA 

PAGU INFIKATIF

RANCANGAN AWAL RKPD PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NO PROGRAM KEGIATAN
CATATAN 

PENTING

Persentase 

pengguna yang puas 

terhadap layanan 

teknis

93% 93%

Persentase penyedia 

jasa konstruksi yang 

puas terhadap 

layanan uji 

laboratorium

100% 100%

Perencanaan dan 

Evaluasi Program

Jumlah Dokumen 

RKA dan DPA 

tersusun

93% 250.000.000              

Jumlah Dokumen 

Laporan Kinerja 

tersusun

6 DOC

Jumlah Dokumen 

Evaluasi Kinerja 

tersusun

6 DOC

1

Peningkatan 

Pelayanan Jasa 

Konstruksi

Lumajang

Jumlah penyedia 

yang mengikuti 

sosialisasi peraturan 

jasa kosntruksi

85 Penyedia 6.907.503.544           85 Penyedia 7.598.253.898

Prosentase penyedia 

jasa konstruksi yang 

terdata dalam sistem 

informasi jasa 

konstruksi

152  Penyedia 152  Penyedia

Jumlah Penyedia 

terbina jasa 

konstruksi

75 Penyedia 75 Penyedia

Jumlah dokumen 

standar satuan harga 

konstruksi tersusun

100% 100%

Jumlah Desa  

terfasilitasi  

pembangunan 

infrastruktur dasar

80 Desa 80 Desa

Pembangunan 

Infrastruktur Daerah 

(Gedung AKNL )

1 Unit 1 Unit

2

Peningkatan 

Pelayanan 

Perencanaan Teknis

Lumajang

Jumlah Dokumen 

Survey perencanaan 

konstruksi tersusun

20 Doc 175.000.000              20 Doc 192.500.000

Jumlah Dokumen 

Perencanaan yang 

terverifikasi

540 Doc 540 Doc

3

Pengelolaan 

Laboratorium Jasa 

Konstruksi

Lumajang
Jumlah alat - alat 

berat baru
1 Unit 400.000.000              1 Unit 440.000.000

Jumlah alat - alat 

berat yang 

direhabilitasi

6 6

Jumlah pengadaan 

alat ukur dan bahan 

laboratorium baru

6 Unit 6 Unit

Jumlah pengadaan 

alat laboratorium 

yang direhabilitasi

12 Unit 12 Unit



LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA 

PAGU INFIKATIF

RANCANGAN AWAL RKPD PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NO PROGRAM KEGIATAN
CATATAN 

PENTING

VIII

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

TATA RUANG

Lumajang

Luas wilayah yang 

pemanfaatannya 

sesuai dengan 

Rencana Tata 

Ruang. Tata 

Bangunan dan 

Peraturan Penataan 

Ruang

561,88 561,88

Jumlah bangunan 

yang sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang 

/ ber IMB

1
Perencanaan Tata 

Ruang

Jumlah dokumen 

RDTRK yang 

tersusun

doc 545000000 doc 599.500.000

Jumlah dokumen 

RDTRK yang direvisi
2 Doc 2 Doc

Jumlah naskah 

akademis dan  

pendampingan 

RDTRK 

2 Doc 2 Doc

2

Pemanfaatan dan 

Pengendalian Tata 

Ruang

Lumajang

Jumlah Dokumen 

Hasil Survey dan 

Pemetaan Tata 

Ruang

1 Doc 500.000.000              1 Doc 550.000.000

Jumlah dokumen 

hasil monitoring 

Perencanaan Tata 

Ruang

1 Doc 1 Doc

Jumlah penyedia 

terlatih 

Pemanfaatan Tata 

Ruang

50 Doc 50 Doc

Penataan Bangunan
Jumlah dokumen 

RTBL tersususn
2 450000000

Jumlah Penyedia 

Terbina Sosialisasi 

Standar Layak Fungsi

40

Jumlah 

bangunan/rumah 

ber IMB

98016

Jumlah dokumen 

hasil monitoring / 

pengawasan 

Pemanfaatan Ruang

1

IX

PROGRAM 

PENATAAN 

PENGUASAAN, 

PEMILIKAN,PENGGU

NAAN, DAN 

PEMANFAATAN 

TANAH

Jumlah Pendapatan 

Lelang Sewa Tanah 

Pemerintah 

Kabupaten Lumajang

100 857.262.000

Persentase Aset 

Tanah Milik 

Pemerintah Daerah 

Yang Terdata Secara 

Akurat/Terdigitasi

75%

3

Fasilitasi pendataan 

dan pemanfaatan 

pertanahan

Lumajang

Jumlah dokumen 

hasil pemetaan 

lahan pertanahan 

milik Pemerintah 

Kabupaten Lumajang

1 Doc 1 Doc 300.000.000

Jumlah wilayah yang 

masalah pertanahan 

milik Pemerintah 

Kabupaten Lumajang 

dapat terfasilitasi

21 Kec 21 Kec



LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA 

PAGU INFIKATIF

RANCANGAN AWAL RKPD PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NO PROGRAM KEGIATAN
CATATAN 

PENTING

Luas tanah milik 

pemerintah daerah 

yang dilelang sewa

44,96 HA 44,96 HA



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Lumajang

Prosentase Pemenuhan 

Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

100% Lumajang

Prosentase Pemenuhan 

Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

100%

1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 2.447.220.677         Lumajang

Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 3.135.099.815

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87% Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Lumajang
Prosentase Sarana dan 

Prasarana Aparatur
100% Lumajang

Prosentase Sarana dan 

Prasarana Aparatur
100%

1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 11.470.095.000       Lumajang

Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 3.564.049.990

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87% Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKPD TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

NO CATATAN PENTING

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM KEGIATAN



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

NO CATATAN PENTING

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM KEGIATAN

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 350.946.750             Lumajang

Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 370.986.185

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87% Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

III PROG.PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN Lumajang
Prosentase Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian 
100% Lumajang

Prosentase Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian 
100%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% Lumajang

Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 62.560.050

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87% Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 1.496.000                 Lumajang

Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 2.763.200

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

NO CATATAN PENTING

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM KEGIATAN

Indeks kinerja irigasi 87% Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

3 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% Lumajang

Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 113.332.000

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87% Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 7.196.000                 Lumajang

Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 5.674.000

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87% Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

NO CATATAN PENTING

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM KEGIATAN

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

5 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% Lumajang

Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 74.556.250

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87% Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

IV PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Lumajang Lumajang

1 Inventarisasi Aset / Barang Daerah Lumajang
Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 117.700.000             Lumajang

Indeks kualitas layanan 

infrastruktur
9% 11.900.000

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase panjang jalan 

kondisi baik
79%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Prosentase jumlah jembatan 

kondisi baik
85%

Indeks kinerja irigasi 87% Indeks kinerja irigasi 87%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis
94%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%

Prosentase pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan 

dokumen rencana detail tata 

ruang

70%



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

NO CATATAN PENTING

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM KEGIATAN

V PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN Lumajang
- Persentase Panjang Jalan 

Terpelihara 
79,10% Lumajang

- Persentase Panjang Jalan 

Terpelihara 
79,10%  

- Persentase Jembatan 

Terpelihara
84,77%

- Persentase Jembatan 

Terpelihara
84,77%

1 Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Lumajang
Panjang ruas jalan yang 

direhabilitasi
762,81 Km 151.380.890.597     Lumajang

Panjang ruas jalan yang 

direhabilitasi
762,81 Km 55.720.900.000

Jumlah unit Jembatan yang 

direhabilitasi
2 Unit

Jumlah unit Jembatan yang 

direhabilitasi
2 Unit

2 Kegiatan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Bangunan Penunjang Lumajang
Panjang Jalan yang 

terpelihara
150 KM 4.450.000.000         Lumajang

Panjang Jalan yang 

terpelihara
150 KM 34.388.954.510

Jumlah unit Jembatan yang 

terpelihara
9 Unit

Jumlah unit Jembatan yang 

terpelihara
9 Unit

Jumlah / Panjang Bangunan 

Penunjang  yang terpelihara
5000 Meter

Jumlah / Panjang Bangunan 

Penunjang  yang terpelihara
5000 Meter

3 Kegiatan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Lumajang

Jumlah kajian data Kondisi 

Jalan dan Jembatan 

Kabupaten

2 document 400.000.000             Lumajang

Jumlah kajian data Kondisi 

Jalan dan Jembatan 

Kabupaten

2 document 375.000.000

Jumlah ruas jalan 

bersertifikat
1 ruas

Jumlah ruas jalan 

bersertifikat
1 ruas

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Perbaikan Darurat Jalan dan Jembatan Lumajang

Panjang ruas jalan rusak 

akibat bencana yang 

tertangani

0,1 km Lumajang

Panjang ruas jalan rusak 

akibat bencana yang 

tertangani

0,1 km 4.467.140.000

Jumlah unit jembatan rusak 

akibat bencana yang 

tertangani

1 unit

Jumlah unit jembatan rusak 

akibat bencana yang 

tertangani

1 unit

VI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Lumajang

-   Persentase Panjang 

Saluran irigasi dalam kondisi 

baik

84,70% Lumajang

-   Persentase Panjang 

Saluran irigasi dalam kondisi 

baik

84,70%

1 Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air Lumajang
Panjang jaringan irigasi 

terbangun
7890 Meter 72.504.766.000       Lumajang

Panjang jaringan irigasi 

terbangun
7890 Meter 27.540.105.000

Jumlah pintu air baru yang 

terbangun
15 Buah

Jumlah pintu air baru yang 

terbangun
15 Buah



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

NO CATATAN PENTING

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM KEGIATAN

Jumlah prasarana 

pengambilan dan saluran 

pembawa untuk irigasi yang 

terbangun

7 Unit

Jumlah prasarana 

pengambilan dan saluran 

pembawa untuk irigasi yang 

terbangun

7 Unit

Jumlah bangunan reservoir 

pengendali banjir yang 

terrehabilitasi

7 Unit

Jumlah bangunan reservoir 

pengendali banjir yang 

terrehabilitasi

7 Unit

2 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Lumajang
Panjang jaringan irigasi 

terpelihara
2115 Meter 15.122.850.000       Lumajang

Panjang jaringan irigasi 

terpelihara
2115 Meter 6.009.908.000

Panjang jaringan irigasi yang 

di normalisasi
3950 M3

Panjang jaringan irigasi yang 

di normalisasi
3950 M3

Jumlah pintu air direhabiltasi 15 Buah Jumlah pintu air direhabiltasi 15 Buah

Jumlah Sungai yang 

dibersihkan / dikeruk
5 Buah

Jumlah Sungai yang 

dibersihkan / dikeruk
5 Buah

3 Pemanfaatan Sumber Daya Air Lumajang

Jumlah Database aset 

jaringan irigasi daerah yang 

disusun

7 Document 1.050.000.000         Lumajang

Jumlah Database aset 

jaringan irigasi daerah yang 

disusun

7 Document 868.428.000

Jumlah Peserta HIPPA yang 

terbina
340 Orang

Jumlah Peserta HIPPA yang 

terbina
340 Orang

Jumlah Dokumen Raperda 

tentang Irigasi yang tersusun
2 Document

Jumlah Dokumen Raperda 

tentang Irigasi yang tersusun
2 Document

4 Pengelolaan Sumber Daya Air Lumajang
Jumlah cakupan wilayah / 

kecamatan  UPT SDA
21 Kec Lumajang

Jumlah cakupan wilayah / 

kecamatan  UPT SDA
21 Kec 80.625.000

VII PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS Lumajang

Persentase penyedia jasa 

konstruksi yang puas 

terhadap proses penerbitan 

SIUJK

93%

Lumajang

Persentase penyedia jasa 

konstruksi yang puas 

terhadap proses penerbitan 

SIUJK

93%

Persentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis

93%

Persentase pengguna yang 

puas terhadap layanan teknis

93%



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

NO CATATAN PENTING

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM KEGIATAN

Persentase penyedia jasa 

konstruksi yang puas 

terhadap layanan uji 

laboratorium

100%

Persentase penyedia jasa 

konstruksi yang puas 

terhadap layanan uji 

laboratorium

100%

1 Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi Lumajang

Jumlah penyedia yang 

mengikuti sosialisasi 

peraturan jasa kosntruksi

85 Penyedia 6.907.503.544         

Lumajang

Jumlah penyedia yang 

mengikuti sosialisasi 

peraturan jasa kosntruksi

85 Penyedia

715.000.000

Prosentase penyedia jasa 

konstruksi yang terdata 

dalam sistem informasi jasa 

konstruksi

152  Penyedia

Prosentase penyedia jasa 

konstruksi yang terdata 

dalam sistem informasi jasa 

konstruksi

152  Penyedia

Jumlah Penyedia terbina jasa 

konstruksi
75 Penyedia

Jumlah Penyedia terbina jasa 

konstruksi
75 Penyedia

Jumlah dokumen standar 

satuan harga konstruksi 

tersusun
100%

Jumlah dokumen standar 

satuan harga konstruksi 

tersusun
100%

Jumlah Desa  terfasilitasi  

pembangunan infrastruktur 

dasar
80 Desa

Jumlah Desa  terfasilitasi  

pembangunan infrastruktur 

dasar
80 Desa

Pembangunan Infrastruktur 

Daerah (Gedung AKNL )

1 Unit

Pembangunan Infrastruktur 

Daerah (Gedung AKNL )

1 Unit

2 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Teknis Lumajang

Jumlah Dokumen Survey 

perencanaan konstruksi 

tersusun
20 Doc 175.000.000             

Lumajang

Jumlah Dokumen Survey 

perencanaan konstruksi 

tersusun
20 Doc

301.260.000

Jumlah Dokumen 

Perencanaan yang 

terverifikasi 540 Doc

Jumlah Dokumen 

Perencanaan yang 

terverifikasi 540 Doc

3 Pengelolaan Laboratorium Jasa Konstruksi Lumajang Jumlah alat - alat berat baru
1 Unit 400.000.000             

Lumajang Jumlah alat - alat berat baru
1 Unit

246.478.000

Jumlah pengadaan alat ukur 

dan bahan laboratorium baru
6 Unit

Jumlah pengadaan alat ukur 

dan bahan laboratorium baru
6 Unit

Jumlah pengadaan alat 

laboratorium yang 

direhabilitasi 12 Unit

Jumlah pengadaan alat 

laboratorium yang 

direhabilitasi 12 Unit



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

NO CATATAN PENTING

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM KEGIATAN

VIII PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG Lumajang

Luas wilayah yang 

pemanfaatannya sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang. 

Tata Bangunan dan 

Peraturan Penataan Ruang

Lumajang

Luas wilayah yang 

pemanfaatannya sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang. 

Tata Bangunan dan 

Peraturan Penataan Ruang

Jumlah bangunan yang sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang / 

ber IMB

Jumlah bangunan yang sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang 

/ ber IMB

Jumlah pendapatan lelang 

sewa tanah Pemerintah 

Kabupaten Lumajang

Jumlah pendapatan lelang 

sewa tanah Pemerintah 

Kabupaten Lumajang

1 Perencanaan Tata Ruang
Jumlah dokumen RDTRK yang 

tersusun
doc 545000000

Jumlah dokumen RDTRK yang 

tersusun
doc

1.236.154.000

Jumlah dokumen RDTRK yang 

direvisi 2 Doc

Jumlah dokumen RDTRK yang 

direvisi 2 Doc

Jumlah naskah akademis dan  

pendampingan RDTRK 

2 Doc

Jumlah naskah akademis dan  

pendampingan RDTRK 

2 Doc

2 Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Lumajang
Jumlah Dokumen Hasil Survey 

dan Pemetaan Tata Ruang

1 Doc 500.000.000             

Lumajang

Jumlah Dokumen Hasil 

Survey dan Pemetaan Tata 

Ruang
1 Doc

510.548.400

Jumlah dokumen hasil 

monitoring Perencanaan Tata 

Ruang
1 Doc

Jumlah dokumen hasil 

monitoring Perencanaan Tata 

Ruang
1 Doc

Jumlah penyedia terlatih 

Pemanfaatan Tata Ruang

50 Doc

Jumlah penyedia terlatih 

Pemanfaatan Tata Ruang

50 Doc

IX PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

Jumlah Pendapatan Lelang 

Sewa Tanah Pemerintah 

Kabupaten Lumajang

Jumlah Pendapatan Lelang 

Sewa Tanah Pemerintah 

Kabupaten Lumajang

847262000

Persentase Aset Tanah Milik 

Pemerintah Daerah Yang 

Terdata Secara 

Akurat/Terdigitasi

Persentase Aset Tanah Milik 

Pemerintah Daerah Yang 

Terdata Secara 

Akurat/Terdigitasi



LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN
PAGU INDIKATIF

HASIL ANALIS KEBUTUHAN

NO CATATAN PENTING

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM KEGIATAN

3 Fasilitasi pendataan dan pemanfaatan pertanahan Lumajang

Jumlah dokumen hasil 

pemetaan lahan pertanahan 

milik Pemerintah Kabupaten 

Lumajang

1 Doc

Lumajang

Jumlah dokumen hasil 

pemetaan lahan pertanahan 

milik Pemerintah Kabupaten 

Lumajang

1 Doc

253.297.600

Jumlah wilayah yang masalah 

pertanahan milik Pemerintah 

Kabupaten Lumajang dapat 

terfasilitasi

21 Kec

Jumlah wilayah yang masalah 

pertanahan milik Pemerintah 

Kabupaten Lumajang dapat 

terfasilitasi

21 Kec

Luas tanah milik pemerintah 

daerah yang dilelang sewa
44,96 HA

Luas tanah milik pemerintah 

daerah yang dilelang sewa
44,96 HA
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